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Soal Aset, Pemkot Tempuh Jalur Hukum

PALU, MERCUSUAR- Babak ~ PemerintahKota (Pemkot) Palu
baru kemungkinan akan me- dan Pemerintah Kabupdten
warnai sikap saling klaim (Pemkab) Donggala. Upaya
kepemilikan aset antara hukum berpeluang ditempuh
" Pemkot melalui kuasa hu-
kumnya Abdurrahman Kasim
jikaPemkab . Donggala
masih
ber-
siku-
Fkuh

mem-
perta-
hankan
asetnya
yang ada
di wila-
yah Kota
Palu.

~hukum
o tersebut

%::‘ men-

sul penegasan Walikota Rusdy
Mastura akan mencari celah
hukum permasalahan aset
antaraPemkot dengan Pemkab
Donggala yang berlarut-larut.
Kuasa Hukum Pemerintah
Kota (Pemkot) Palu,
Abdurrahman Kasim Senin
(8/4), mengatakan, Pemkot
dapat mengambil langkah hu-
kum berdasarkan pelanggaran
administrasi, teritorial dan
yuridis. Secara logika hukum,
Pemkab Donggala dinilai ke-
liru dan tidak paham Pasal 13
hingga 15, UU Nomor 4 Tahun
1994 jika masih bersikukuh
mempertahankan asetnya yang
ada di wilayah Kota Palu.
Abdurrahman menegaskan,
aset yang tetap dipertahankan
Pemkab Donggala, itu memang
ada dan nyata di Kota Palu.

-+ Sehingga logikahukumnyaber-

dasarkan Permendagri Nomor
17 Tahun 2007, Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun Tingkat Il Donggala yang
2006 dan UU Nomor 4 Tahun berada dalam wilayah
1994 tentang Pembentukan . —
Kotamadya Daerah Tingkat Baca TEMPUH dihal 1
II'Palu pada pasal 13 sampai
pasal 15 point B, sangat
jelas menyebutkan hahwa
asetyang dipertahankan

PemkabDonggalasudah
harus dibawah kendali f
Pemkot Palu. “Tanah, %
barigunan, barang ber-
gerak dan barang ti-
dak bergerak lainnya
yang menjadi milik

atau dikuasai atau

dimanfaatkan oleh

Pemerintah Propinsi

Daerah Tingkat |

Sulteng dan
Pemerintah
Daerah
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Kotamadya Daerah Tingkat Il Palu,
dianggap perlu untuk diserahkan,” jelas
Abdulrahman,

Upaya melalui proses administrasi
katanya, sudah dilakukan Pemkot
sebelumnya dengan melayangkan surat
pada Pemkab Donggala sebanyak dua
kali namun tidak digubris. Sehingga
langkah Pemkot dalam waktu dekat ini,
terlebih dahulu akan bersama Biro Hukum
Sekretariat Provinsi Sulteng untuk ketiga
kalinya kembali menghadap Kementrian
Dalam Negeri (Kemendagri) Bidang Aset
dan Investasi.”

*Sudah ada itk terangnya dimana dari
pihak Mendagri pada bidang Aset dan
Investasi, yakni Dr. Latief dan Dr. Adrianto
menyarankan Pemkot agar dilakukan
mediasi yang dilaksanakan langsung
Gubemur Sulteng untuk membahas aset
yang belum diserahkan Pemkab Donggala,
dan jika dari mediasi tidak ada itk terang
baru akan kita seriusi melalui proses
hukum,” ujamya.

Sekaitan perintah Bupati Donggala
untuk mengosongkan rumah toko (ruko)

di kompleks pertokoan Gajah Mada
tambahnya, tidak boleh serta mertamereka
lakukan karena harus sepengetahuan
Pemkot yang merupakan wilayah toritorial
Kota Palu.

Berdasarkan datadari Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemkot dari total 224 aset yang sudah
diserahkan Pemkab Donggala baru sekitar
45yang memiliki surat-surat dan masih ada
sekitar 41 lagi aset yang belum diserahkan
Pemkab Donggala.

“Seharusnya jika mereka (Pemkab
Donggala) menyadari harus diserahkan
sudah, baik masalah kepemilikannya
maupun masalah pengelolahannya,”
tandasnya. -

DEKOT SESALKAN
Anggota Komisi Il DPRD Kota (Dekot)
Palu, Hadiyanto Rasyid menyesalkan upaya
penyelesaian aset antara Pemerintah Kota
Palu dan Pemerintah Kabupaten Donggala
yang berlarut-larut. Padahal, pada tahun
2010, Pemkot telah membentuk tim untuk
penyelesaian masalah tersebut.

Hal itu dikatakan Hadiyanto kepada
wartawan usai rapat paripuma dengan
agendamendengarkan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPj) Walikota
Palu tahun 2012 di Dekot, Senin (8/4).
Menurutnya, perlu dibangun komunikasi
yang intensif antara Pemkot Palu dan
Pemkab Donggala. Sebab saat tim
dibentuk tahun 2010 lalu, Pemkab
Donggala memberikan signal positif
untuk menyerahkan aset Donggala ke
Kota Palu. la pun menduga, perintah-
pengosongan kawasan pertokoan di Jalan
Hasanuddin dan Gajah Mada oleh Pemkab
Donggala, sebagai satu bentuk terputusnya
komunikasi kedua belah pihak.

Dikatakan, saat pembahasan mengenai
aset tahun 2010 lalu, ada puluhan aset
milik Pemkab Donggala yang tercatat
berada di Palu dan diharapkan bisa ditake
over atau diserahterimakan ke Pemkot
Palu. la pun setuju saja jika pemerintah
provinsi teriibat menangani persoalan ini.
“Gubernur harus bisa menjembatani ini,
karena koordinator kabupaten/kota adalah
gubernur,” tutupnya. ABSIDAR




